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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman 
peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penegakan hukum pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar 
Barat. 
Metode – Penelitian menggunakan jenis korelasional dengan alat analisis data menggunakan 
analisis regresi linear dan pengujian instrumen uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. 
Temuan Penelitian – Pemahaman peraturan perpajakan dan  kualitas pelayanan fiskus secara 
parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan penegakan 
hukum pajak tidak berpengaruh. 
Implikasi Teori dan Kebijakan – Penelitian ini memperkuat teori bahwa pemahaman 
peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penegakan hukum pajak secara signifikan 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari segi kebijakan, hasil ini menekankan pentingnya 
sosialisasi peraturan, peningkatan layanan fiskus, dan penegakan hukum untuk meningkatkan 
kepatuhan pajak dan pendapatan negara. 
Kebaruan Penelitian – Penelitian ini unik karena menggabungkan tiga faktor: pemahaman 
perpajakan, layanan fiskus, dan penegakan hukum secara simultan. Analisis komprehensif 
memberikan wawasan praktis bagi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.  

ABSTRACT 
Research Objectives – This study aims to determine the impact of tax regulation understanding, the 
quality of tax official services, and tax law enforcement on taxpayer compliance among individual taxpayers 
registered at KPP Pratama Makassar Barat. 
Method - The research uses a correlational approach with data analysis tools including linear regression 
analysis and instrument testing through classical assumption tests and hypothesis testing. 
Research Findings – Understanding of tax regulations and the quality of tax official services partially 
affect individual taxpayer compliance, while tax law enforcement does not have a significant impact. 
Theory and Practical Implications - This study reinforces the theory that understanding tax 
regulations, the quality of tax official services, and tax law enforcement significantly influence taxpayer 
compliance. From a policy perspective, the results highlight the importance of regulation socialization, improving 
tax services, and law enforcement to enhance tax compliance and state revenue. 
Novelty - This research is unique in simultaneously combining three factors: tax regulation understanding, 
tax official services, and law enforcement. The comprehensive analysis provides practical insights for policies to 
enhance taxpayer compliance. 

PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara yang berkembang yang memiliki berbagai macam potensi yang 

dimiliki untuk menjadi negara maju. Untuk mencapai negara maju maka diperlukan adanya 
pembangunan dan pertumbuhan. Secara umum, Ekonomi melihat pertumbuhan ekonomi sebagai 
kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Sedangkan pembangunan ekonomi dapat dimaknai 
sebagai sebuah proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya atau 
meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi kualitas yang lebih baik. Sumber pendapatan Indonesia 
yang terbesar adalah Pajak. 
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Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran partisipasi semua elemen masyarakat terhadap kas 
negara yang dilandasi oleh Undang-Undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat dinikmati 
langsung saat itu (Mardiasmo 2016). Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sebagai sumber 
penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan 
pemerintah belum mencapai hasil maksimal. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang 
tidak melaporkan pajak nya sesuai yang ditentukan pemerintah dan kurang kesadaran wajib pajak 
untuk membayar pajak. Pemerintah harus serius mengatasi masalah ini dengan memperhitungkan 
pendapatan negara dengan melakukan pemungutan pajak. 

Sosialisasi mengenai perpajakan adalah salah satu cara untuk memberikan informasi kepada 
masayarakat mengenai perpajakan. Oleh karena itu Pemerintah terus memberikan pengertian kepada 
masyarakat tentang betapa pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan nasional dan 
pembiayaan negara. Apabila masyarakat menerti tentang manfaat fungsi dari pajak maka tentu 
masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya dan tidak akan lagi dijumpai wajib pajak yang tidak 
melaksanakan kewajiban perpajakan atau tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat (Saeful et, al 
2019). 

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi 
wajib pajak yang tidak taat. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka 
semakin paham pula wajib pajak erhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban pajak 
mereka. Wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan 
sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Wirnie 
Eka Putra, Indra Lila Kusuma, Maya Widyana Dewi 2019), Nur Ghailina et al (2019) dan Saeful 
(2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang 
diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jendral Pajak termasuk dalam pelayanan publik karena 
dijalankan oelh istansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun 
dalam rangka pelaksanaan Undang- Undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. 

Direktorat Jendral Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, agar dapat menunjang kepatuhan wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan 
pembangunan dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Penelitian sebelumynya Saeful et al 
(2019), Mariatul Fatha et al (2019), memperoleh hasil bahwa kualitas pelaynan fiskus berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hal yang berbeda dikemukakan oleh Wirnie Eka 
Putra et, al (2019), Nur Ghailina et, al (2019), Sari Maharani et, al (2019) bahwa pelayanan fiskus 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan dituruti, ditaati atu 
dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 
melanggar norma perpajakan (Rahardjo , 2009). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari 
Maharani et al (2019), Rahayu (2017) memperoleh hasil bahwa ketegasan sanksi berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hal yang berbeda dikemukakan oleh Nur Ghailina As’ Ari 
et al (2018), Saeful et al (2019) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajib 
pajak. Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal 
dan faktor eksternal. 

 
METODE 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe korelasional. 
Dimana metode ini berlandaskan pada logika positivistik, untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data menggunakan 
teknik statistik. Penelitian ini serupa dengan metode yang digunakan oleh Nur Ghailina As’ari (2018). 
Teknik pengumpulan data pada penelitian merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh untuk 
mendukung kelengkapan dalam penelitian ini. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan 
dua sumber data yaitu: 

1.  Pengumpulan Data Primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi 
penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan kajian yang diteliti. 
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Pengumpulan data tersebut dengan cara penyebaran kuesioner hingga melakukan kegiatan 
observasi; 

2.  Pengumpulan Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang 
dari data yang diperoleh sebelumnya atau dari sumber pertama, atau dapat disebut data dalam 
bentuk dokumen. 

 
Adapun kerangka konseptual dapat kami jabarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka konseptual 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X1), 
kualitas pelayanan fiskus (X2) dan penegakan hukum pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat. Penelitian ini 
dilaksanakan dan berpusat di KPP Pratama Makassar Barat yang mencakup wilayah Kecamatan 
Tamalate, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso dan Kecamatan Ujung Pandang. 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran dari data yang diteliti dan 
mengetahui deskripsi data pada variabel yang diteliti dengan melihat gambaran perolehan nilai 
maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi. Dimana pada penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan (X1), kualitas 
pelayanan fiskus (X2) dan penegakan hukum pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi (Y) di KPP Pratama Makassar Barat. Statistik deskriptif dari variabel- variabel tersebut di atas 
dapat di lihat pada sajian tabel berikut ini: 

Tabel 1 Statistik deskriptif variabel penelitian 

Descriptive Statistics 

Uraian N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) 100 27 40 33.06 3.048 

Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) 100 28 39 32.53 1.992 

Penegakan Hukum Pajak (X3) 100 27 40 32.79 2.641 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 100 26 40 32.93 2.976 
Sumber : Output SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2023) 

Berdasarkan Tabel tersebut statistik deskriptif variabel penelitian, dapat diketahui bahwa dari 
seluruh variabel penelitian memiliki N 100 yang berarti terdapat 100 responden yang digunakan. 
Kemudian pada variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) perolehan nilai minimum ialah 27, 
maksimum ialah 40 dengan mean 33.06. Pada variabel kualitas pelayanan fiskus (X2) perolehan nilai 
minimum ialah 28, maksimum ialah 39 dengan mean 32.53. Pada variabel pengetahuan X3 perolehan 

Pemahaman 
Peraturan 

Perpajakan(X1
) 

Kualitas 
Pelayanan 

Fiskus (X2) 

Penegakan 
Hukum Pajak 

(X3) 

Kepatuhan 
Wajib Pajak (Y) 
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nilai minimum ialah 27, maksimum ialah 40 dengan mean 32.79 sedangkan pada variabel kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi (Y) perolehan nilai minimum ialah 26, maksimum ialah 40 dengan mean 
32.93 (rata- rata). 

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 
Pengujian parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Jika t hitung < t tabel dan nilai 
Sig. > 0.05 maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
independen. Sedangkan jika t hitung > t tabel dan nilai Sig. < 0.05 maka secara parsial variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang ada. 
Tabel 2 Uji signifikansi parsial (uji t) 

Coefficientsa 
 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta   

 (Constant) 4.155 3.587  1.158 .250 

 Pemahaman P. Perpajakan (X1) .710 .062 .727 11.400 .000 

1 Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) .265 .096 .177 2.759 .001 

 Penegakan Hukum Pajak (X3) .101 .068 .090 1.501 .137 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Sumber : Output SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2023) 

Berdasarkan tersebut uji signifikansi parsial (uji t) diatas, dalam menganalisa lebih lanjut terlebih 
dahulu harus diketahui nilai t tabel dengan menggunakan perhitungan t tabel = (α/2; n-k-1) = ( 
0.05/2 ; 100-3-1 ), sehingga dihasilkan nilai = 0.025 ; 96 yang akan disesuaikan dengan pedoman t 
tabel (terlampir) dan didapatkan nilai 1.984 sebagai nilai t tabel yang menjadi nilai rujukan. Kemudian 
hasil uji signifikansi parsial ini menunjukkan nilai t hitung variabel pemahaman peraturan perpajakan 
(X1): 11.400 dan kualitas pelayanan fiskus (X2) : 2.759, dimana kedua nilai dari variabel tersebut > 
1.984 dengan nilai signifikansi < 0.05 (ketetapan). Sedangkan pada variabel penegakan hukum pajak 
(X3) perolehan nilai t hitung: 1.501 < 1.984 dengan nilai signifikansi 0.137 > 0.05 (ketetapan). 
Sehingga berdasarkan interpretasi dari perolehan nilai t tabel dan nilai signifikansi dari pengujian 
tersebut, maka diasumsikan bahwa variabel variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1), kualitas 
pelayanan fiskus (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi (Y). Namun pada variabel penegakan hukum pajak (X3) tidak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel wajib pajak orang pribadi (Y). Sehingga diambul keputusan pada 
hipotesis bahwa H1 dan H2 diterima. 

Uji Signifikansi Simultan (Uji f) 
Uji signifikansi simultan adalah pengujian untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen 

yang ada terhadap variabel dependen secara simultan (secara bersama-sama). Berdasarkan hasil 
pengujian signifikansi simultan (Uji f), maka diperoleh hasil sebagai berikut 

Tabel 3 Uji signifikansi simultan (uji f) 
anovaa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

 Regression 581.986 3 193.995 63.233 .000b 

1 Residual 294.524 96 3.068 

 Total 876.510 99  

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
b. Predictors: (Constant), Pemahaman P. Perpajakan (X1), Kualitas P. Fiskus (X2), 

Penegakan Hukum Pajak(X3) 
Sumber : Output SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2023) 

Berdasarkan tersebut uji signifikansi simultan (uji f) diatas apabila mengikuti dasar pengambilan 
keputusan uji signifikansi parsial berdasar nilai Sig. 

< 0.05, perolehan nilai signifkansi (Sig.) ialah 0.000 yang berarti < dari 0.05, selanjutnya untuk 
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dasar pengambilan keputusan uji signifikansi simultan berdasarkan nilai f hitung dan f tabel terlebih 
dahulu harus diketahui nilai dari f tabel dengan menggunakan perhitungan : ftabel = (k ; n-k) = (3 ; 
100-3), sehingga dihasilkan (3 ; 97) yang akan disesuaikan dengan pedoman f tabel (terlampir) dan 
didapatkan nilai 2.70 sebagai nilai f tabel. Setelah mendapatkan nilai f tabel yaitu 2.70 selanjutnya 
akan dilakukan analisa hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 63.233 yang 
apabila dibandingkan dengan nilai f tabel 2.70 (rujukan), perolehan nilai f hitung tersebut lebih besar 
dibandingkan dengan nilai f tabel (62.233 > 2.70). 

Berdasarkan dengan analisa dan perhitungan tersebut maka disimpulkan bahwa variabel 
independen memiliki pengaruh simultan (pengaruh bersama- sama) terhadap variabel dependen pada 
penelitian ini. Lebih lanjut diartikan bahwa Variabel X (bebas) pada penelitian ini, pemahaman 
peraturan perpajakan (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2) dan penegakan hukum pajak (X3) 
berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di 
KPP Pratama Makassar Barat dengan selisih nilai yang cukup besar, yang menandakan adanya 
pengaruh simultan dari variabel-variabel independen yang sangat intens. 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) adalah pengujian untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 
satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 
variable dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Berdasarkan hasil 
analisa yang dilakukan besarnya nilai R Square dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel  4 Koefisien determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .815a .664 .653 1.752 

a. Predictors: (Constant), Pemahaman P. Perpajakan (X1), Kualitas P. Fiskus (X2), Penegakan 
Hukum Pajak(X3) 

Sumber : Output SPSS v 22 (Diolah Peneliti, 2023) 

Berdasarkan koefisien determinasi (R2) tersebut, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square yang 
diperoleh sebesar 0.653 atau berdasarkan dengan ketentuan perhitungan dipersentasekan menjadi 
65.3 %. Nilai Adjusted R Square dan presentase tersebut mengandung arti bahwa, kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi dapat diterangkan oleh variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas 
pelayanan fiskus dan penegakan hukum pajak sebesar 65.3%, sedangkan 34.7 % (100% - 65.3 %) 
diterangkan oleh sebab sebab dan faktor lain yang berada diluar variabel independen pada penelitian 
ini, seperti aspek tingkat pendapatan masyarakat, sikap kedisiplinan wajib pajak hingga kesadaran 
individu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini yakni: pertama, 
pemahaman peraturan perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
KPP Pratama Makassar Barat. Hal ini berarti bahwa pemahaman akan peraturan perpajakan sangat 
penting dan harus dimiliki oleh setiap individu, meskipun pengetahuan mereka hanya sebatas umum. 
Kedua, kualitas pelayanan fiskus juga berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
KPP Pratama Makassar Barat. Pelayanan berkualitas dari petugas pajak dapat meningkatkan disiplin 
wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai, seperti kondisi 
gedung dan ruang tunggu, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, fasilitas yang tidak 
memadai dapat menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, 
kualitas pelayanan fiskus adalah faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak 
orang pribadi. Keempat, penegakan hukum pajak tidak memiliki kontribusi terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum 
saat ini kurang efektif, mungkin karena kapabilitas individu penegak hukum. Penegakan hukum pajak 
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yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan tidak membuat mereka jera, karena 
terkesan hanya formalitas tanpa tindakan tegas dari aparat pemerintah. 
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